




Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Kutai Kartanegara Nomor 1132 tahun 2024. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037 /SK/BJ/XII/2024 tertanggal 8 
Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: 

1. Moh. Maulana, S.H., M.H.
2. Muzakkir Ahmad, S.H.
3. Mansyur, S.H.,M.H
4. Marthen Salu, S.H.
5. Nur Akifah Janur, S.H.,M.H
6. Andi Ikra Rahman, S.H
7. Fahrizal Dirhan, S.H

(Nia: 15.10.29.1121) 
(Nia: 20.02913) 
(Nia: 18.001.151.022) 
(Nia: 019-01781)
(Nia: 18.03912) 
(Nia: 640804250890009) 
(Nia: 23.02780) 

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Batara lustitia, Associate & Legal Consult yang beralamat di Jalan Batu
Tambung, Villa Bulurokeng Indah Blok H No.1, Kecamatan Biringkanaya, 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, email 
batara.justitia.lc@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon. 

Terhadap: 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di 
JI.Wolter Monginsidi, Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------Termohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tahun 2024 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2024 yang diumumkan pada hari jumat, tanggal 6 
Desember 2024, pukul 04.06 WITA. 

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut: 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
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1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur
mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ( constitutionally
entrusted powers) adalah

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­
Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022:

"... [3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi 
pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan 
hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan 
peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, 
berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan 
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ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945. 

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 
yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan 
peradilan khusus pemilihan merupakan conditio sine qua non 
bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat 
(3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk
sementara diberi kewenangan sebagaijmenjadi badan peradilan
pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan
khusus pemilihan tersebut be/um dibentuk.

Jnkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 
membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam 
Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa 
kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, 
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan 
mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas 
hanya ''sampai dibentuknya badan peradilan khusus'; melainkan 
akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus 
demikian tidak lagi akan dibentuk. 

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang 
tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut 
Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradi/an khusus" 
harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 
Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 
10/2016 se/engkapnya harus dibaca "Perkara perse/isihan 
penetapan perolehan suara tahap akhir hasi/ Pemilihan diperiksa 
dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi'� 

4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

'bbjek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 
'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil 

4 



pem,Yihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan 
ca/on terpi/ih. " 

5. Bahwa dipahami keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan
suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi
penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota sebagaimana dimaksud di atas, dalam perkara a quo
adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 desember
2024 (Bukti P-3), yang juga beserta dengan lampiran dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893
tersebut berupa Serita Acara dan Sertifikat Rekapituasi Hasil
Penghitungan Perolehan (Bukti P-4), sekalipun demikian patutlah
dipahami, bahwa pada hakikatnya objek demikian bukanlah
merupakan keadaan yang terpisah dari seluruh rangkaian tahapan
pelaksanaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2024, terutama diantaranya adalah Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131
Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024
(Bukti P-5), dan Pengumuman Nomor: 207 /PL.02.2-Pu/6402/2024
tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-6) serta
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor: 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-7) yang sedari awal telah
mengandung cacat hukum formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut
1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak
dengan perolehan suara 259.489 ( dua ratus lima puluh Sembilan ribu
empat ratus delapan pulu Sembilan), sedari awal tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n
UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

•: .. Be/um pernah menjabat sebagai Gubernur, Waki/ Gubernur, 
Bupatl Wakil Bupatl Walikota, dan Wakil Walikota se/ama 2 
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( dua) kali masa Jabatan da/am Jabatan yang sama untuk Ca/on 
Gubernur, Ca/on Wakil Gubernur, Ca/on Bupatt Ca/on Waki/ 
Bupatt Ca/on Walikota, dan Ca/on Wakil Walikota .... " 

6. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor
Urut 1) dalam perhitungan periodesasi jabatannya telah menjabat 2
(dua) periode dengan penghitungan periodesasi menjabat Pelaksana
Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari
2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD
tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018
tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di
tandatangani sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April
2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat
sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan
13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri
Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi
Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021
selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati
definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung
secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama
2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara
dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damasyah
adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-
KPT/6402/KPU-KAB/11/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);

7. Bahwa cacat hukum form ii terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah,
M .Si. tersebut diatas, telah dilegitimasi melalui Pasal 19 huruf e
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang menjembatani ruang bagi
Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan
calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);

8. Bahwa melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil

6 





ataukah tidak/ Mahkamah menilai tidak adil apabila 
seseorang menjabat kurang dari setengah masa Jabatan 
disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih 
masa Jabatan. O/eh sebab itu berdasarkan asas 
proporsionalitas dan rasa keadi/an sebagaimana tersebut 
dalam Pasa/ 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ''Setiap 
orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum, "oleh karena itu, Mahkamah berpendapat 
bahwa setengah masa Jabatan atau lebih dihitung satu ka/i 
masa Jabatan. Artinya Jika seseorang telah menjabat 
Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama 
setengah atau lebih masa Jabatan, maka yang 
bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa 
Jabatan';· 

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah 
juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan 
tersebut antara lain: 

''Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum 
di atas, substansi yang berkaitan dengan masa Jabatan 
kepala daerah dan waki/ kepala daerah telah 
dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan 
kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n 
UU 10/2016 yang menyatakan, "Be/um pernah menjabat 
sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, 
Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa 

Jabatan dalam Jabatan yang sama untuk Ca/on Gubernur, 
Ca/on Wakil Gubernur, Ca/on Bupati, Ca/on Wakil Bupati, 
Ca/on Walikota, dan Ca/on Wakil Walikota '; harus dimaknai 
sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud. 
[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, 
khususnya pertimbangan yang menyatakan, ''Mahkamah 
berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih 
dihitung satu kali masa Jabatan. Artinya, Jika seseorang 
telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala 
Daerah selama setengah atau lebih masa Jabatan, maka 
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yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa 
Jabatan'; sehingga persoalan permohonan para Pemohon 
yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan 
dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, 
''menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
menjadi ''menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota 
dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" 
telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-Vll/2009 
tersebut O/eh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak 
terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang 
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo'� 

10. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan
Nomor 129/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendiriannya terhadap
tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009,
67 /PUU-XIX/2021, dan 2/PUU-XXI/2023. mengenai penghitungan
masa jabatan pejabat sementara (Pit) Kepala Daerah.

''[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2/PUU-XXl/2023, Mahkamah dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 
menyatakan, "... kata 'menjabat' adalah masa Jabatan yang 
dihitung satu periode, yaitu masa Jabatan yang telah dijalani 
setengah atau lebih dari masa Jabatan kepala daerah. O/eh 
karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan 
bahwa yang dimaksudkan dengan masa Jabatan yang telah 
dijalani setengah atau /ebih adalah sama dan tidak membedakan 
'masa Jabatan yang telah dijalani' tersebut, baik yang menjabat 
secara definitif maupun penjabat sementara, ... "(vide Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXl/2023 paragraf 
[3.13.3])." 

11. Bahwa karenanya terhadap alasan tersebut di atas, objek
sengketa yang merupakan keputusan termohon mengenai "penetapan
perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih" telah terang memiliki
keterhubungan dengan pengabaian dan penolakan Termohon
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terhadap norma yang di bangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang bersifat erga omnes serta final dan mengikat melalui 
legitimasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 
Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Supati Dan Wakil 
Supati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang tentu, sikap tersebut 
menimbulkan implikasi hukum berupa constitutionalism justice deli/I/ 

dan tentu pada delegitimasinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

12. Sahwa terhadap alasan tersebut di atas, tentu tidaklah relevan,
jika penyelesaian persoalan a quo di tempuh melalui mekanisme
penanganan pelanggaran maupun mekanisme sengketa proses
pemilihan dalam lingkup kewenangan Sawaslu, oleh sebab substansi
persoalan yang menjembatani calon yang tidak memenuhi syarat
untuk terlibat dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Supati Dan Wakil Supati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota. Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
345, yang merupakan Peraturan pelaksanaan teknis terkait hal-hal
yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 yang sekaligus
merupakan salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2),
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;

13. Sahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Supati Dan Wakil Supati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang dalam
pembentukannya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan saat ini juga tengah di ajukan Permohonan Hak
Uji Materil oleh Masyarakat Kutai Kartanegara dengan register perkara
Nomor: 54 P/HUM/2024 (Sukti P-14);

14. Sahwa terhadap fakta tersebut di atas, dengan dihubungkan
pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Tata Seracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Supati, Dan Walikota, tentu telah cukup menerangkan
keterhubungan substansi fakta hukum a quo dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi, terlebih dalam konteks in casu, jika merujuk
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pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditegaskan dalam 

Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam konteks persoalan in casu, 
Mahkamah Konstitusi dalam harapan pemohon, dapat 
mengintegrasikan pelaksanaan fungsinya sebagai the positive 
legislator untuk menegaskan sifat putusannya, final and binding 
terhadap sikap KPU RI yang enggan melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusisecara konsekuen sesuai dengan prinsip erga omnes. 

15. Bahwa melalui sarana kewenangan Mahkamah Konstitusi
tersebut, Pemohon meyakini, Mahkamah akan melakukan penemuan
hukum (rechctsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan
untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan subtantive (materiil) bagi
Pemohon dan bagi tegaknya hukum dan konstitusi;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan
Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 1893 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2024 bertanggal 6 desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6
desember pukul 04.06 WITA;

3. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada 6
Desember 2024, Pukul 04.06 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja
setelahnya jatuh pada hari senin, 9 Desember, pukul 24.00 WIB;

11 



4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
pada hari Senin tangal 9 desember 2024, maka dari itu Permohonan
ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara
perselihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang
menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu
pasangan calon;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2024 (Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon

Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (bukti P-5);
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132

tentang (Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) tertanggal 23
September 2024 (bukti P-7), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2024, dengan Nomor Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [Bukti P-5],
Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
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5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 1132 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-7],
Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan
Nomor Urut 2.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf
b/hurufc/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf
d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan
permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota:
No. Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan 

Suara Berdasarkan 
Penetapan Perolehan 
Suara Hasil Pemilihan 

oleh KPU/KIP 
Ka bu paten/ Kota 

1. :::; 250.000 2% 
2. > 250.000 - 500.000 1,5% 
3. > 500.000 - 1.000.000 1% 
4. > 1.000.000 0,5% 

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah pemilih dalam daftar
pemilih tetap sebanyak 552.469 jiiwa sebagai pemilih dalam daftar
pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan peroleh suara
pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
K t . K rt d I h b . b .k u a1 a anegara a a a se aga1 en ut;
No Nama Pasanqan Calon 
1 Drs. Edi Damasyah, M.Si - H. Rendi 

Solihin 
2 Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si 

- Akhmad Zais, S.sos

Peolehan suara 

259.489 

34.763 
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yang tidak terpisahkan yang merupakan resultante, dari sebuah proses 
yang cacat formil, dan menyimpangi hukum dan konstitusi; 

12. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian I

Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, bahwa
sedari awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara, telah mengandung cacat hukum formil, oleh sebab
Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang

merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489
sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai
berikut:

•� .. Be/um pernah menjabat sebagai Gubernu,; Wakil Gubernu,;
Bupatl Wakil Bupatl Walikota, dan Wakil Walikota selama 2
(dua) kali masa Jabatan dalam Jabatan yang sama untuk Ca/on
Gubernu,; Ca/on Wakil Gubernu,; Ca/on Bupatl Ca/on Wakil
Bupatl Ca/on Walikota, dan Ca/on Wakil Walikota . ... "

13. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati
Nomor Urut 1) dalam perhitungan periodesasi jabatannya telah
menjabat 2 ( dua) periode dengan penghitungan periodesasi menjabat
Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai
13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor
131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah
Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:
131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta
Integritas yang di tandatangani sendiri oleh Edi Damansyah yang juga
tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi
Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari
2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah
sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati
Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan
menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang
jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat
bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas)
hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi
Damasyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/11/2021 tentang Penetapan Pasangan
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memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan 
Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut: 

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan ha/ tersebut, sebelum 
mempertimbangkan lebih Jauh dalil Pemohon penting bagi 
Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan 
dengan persoalan masa Jabatan satu periode untuk kepala 
daerah, Mahkamah dalam putusannya/ antara lain Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan 
da/am sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 
2009/ telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah 
bagaimana Jika masa Jabatan periode pertama tidak penuh 
karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota 
yang berhenti tetap/ misa/nya Pemohon II menjabat Bupati 
Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun 
(kurang dari separuh masa JabatanJ sedangkan Pihak 
Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun 
sembilan bu/an atau lebih dari separuh masa Jabatan. 
Penjelasan Pasa/ 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa 
Penghitungan dua kali masa Jabatan dihitung sejak saat 
pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah 
seseorang secara penuh menjabat selama masa Jabatan 
ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila 
seseorang menjabat kurang dari setengah masa Jabatan 
disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih 
masa Jabatan. O/eh sebab itu berdasarkan asas 
proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 28D ayat {l) UUD 1945 yang berbunyi, ''Setiap 
orang berhak atas pengakuan/ Jaminan/ perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum/ '' oleh karena itu/ Mahkamah berpendapat 
bahwa setengah masa Jabatan atau /ebih dihitung satu kali 
masa Jabatan. Artinya Jika seseorang telah menjabat 
Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama 
setengah atau /ebih masa Jabatan/ maka yang 
bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa 
Jabatan';· 
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Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et bona). 
Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, 
kami ucapkan terima kasih. 

C 

Hormat Kami, 
uasa Hukum Pemohon 

- -�-::>
� --

�W) 
MUZAKKI� �HMAD, S.H 

_______,c 

MARTHEN 

NURAKIF / UR, S.H.,M.H.
---1--� 
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